PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 20 TAHUN 2003

TENTANG
PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIA
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMTANG,
Menimbang
bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tenlang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1887 guna
per ian p baik haan yeng tidak menimbulken
gangguan {Non HO) maupun perusahaan yang menimbulkan gangguan
{HO} serta parusahaan jasa dalam Kabupaten Aceh Tamiang, dan dalam

fangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) unluk membiayal
Pembangunian Dagrah periu dipungut Pajak Pendaftaran Perusahaan;

bahwa untuk maksud tersebut periu mengatur dalam suatu Qanun.

Menginoat ©

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acare Pidana
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{Lembaran Negara Tehun 1881 Nomor 76, Tambahan Lambaran Negara
Nomor 3258);

™

- Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1899 tentang Pemerintah Dagrah
(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 80, Tambahan Lembarar: MNogars
Nomor 3838);

=

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tenfang Perimbangan Kauangan
antara Pemeriniah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1859 Normor 58, Tambahan Lembaran MNegara
Repubik indonesia Nomor 3848):

"

Undeng-Undang Nomor 44 Tahun 1089 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Dasrah Istimowa Aceh (Lembaran Negara Tahun 199
Nemeor 172, Tambahan Lembaran Megara Nomar 3893);

m

Unidang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lentang Perubahan atas Undang-
Undang Nemor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Dasrah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 248, Tambakan Lembaran Negara
Nomeor 4048};

o

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 fentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggros Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 2001 Mamor
114, Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor 4134);

]

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
AcchBarat Daya, yo Lues, i Acet Jaya, Kabup
Nagan Raye dan Kabupaten Aceh Tamiang d! Provinsi Nanggroa Acsh
Darussatam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor |, Tembahan L embaran
Negara Repubfik Indonesia Nomor  ;

L

Peraturan Pemeriniah Nomor 27 Tahun 1683 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor & Tahun 1981 tertang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahen Lembaran Negara
Nomar 8208);

=

Peraluran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kawenangan
F i ropinsi sebagai Daseah Otanom {Lembaran
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Magara Tahun 2000 Nemor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor
833y,

|

|Peraturan Pemetintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
{Lembaran Negara Tahun 2001 Nomer 118, Tambahan Lembaran Negata
Nomor 4128);

Keputusan Manter| Dalarn Negeil Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan
Unum Penyidik Mengenai Penyidi Pegawai Neger Sipil- diingkungan
Pemerintzh Dasrah jo. Keputusan Mentérl Dalam Negert Nomor 4 Tahun
1997 tertang Peryldic Pegawal Neger Sipildiiingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Delam Neger Nomor 173 Tahun 1887 tentang Tata
Cara Pamenkssan dibidang Pajek Dasrait;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 176 Tatin 1987 tentang Pedoman
Tata Cara Pemunguian Pajak Daerab;

| #eeputysan Menier! Dalsm Neger Homor 21 Taims 2001 terang Tekmik
| Penyusunan dan Mater Muatan Produlcprodisk Hukum Daerah;

Ke

2 ubermr Provinsi Nang Nomer 09 Tahun.

2003 tentang Penyeragaman Penysbutan Peraturan Daerah menjadi
Qanun (Lembaran Daerah Provinst Nanggroe Aceh Camssalam Tahun
2003 Nomor 8 Seri £ Mofror 51

Dengan Persstujuan Bersama,
EVAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAN
BUPATI ACEH TARMIANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
JANUN KABUPATEN AGEH TAMIANG TENTANG PAJAK PENDAFTARAN
IERUSAHAAN.
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BAB 1
KETENTUAM UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun fni yang dimaksud dengan :

. Daerah adalah Daereh Kabupazer Aceh Tamiang;

2 f inlah Daerah adalsh efangkat Dagrah Otonom yang

lain sebagai Badan Eksekutit Dacrah;

Bupali adalah Bupati Aceh Tamiang;

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Aceh Tamiang;

Pajak adalah Pajak Pendaflaran Perusahaan;

Perusahaan adalzh setiap perusahaan yang didirikannya dapat

menimbulkan gangguan (HO) dan atau panisahaan yang berusaha di

u;ua:,psrlluu: r | instalator, dan jass.

i {Non HO);

7. Surat Pembaritahuan selan[umya disingkat SPT adalah syrat yang oleh

Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan data objek dan Wajlo Pajak

sebagai dasar perhilungan dan pemhayamn pa;ak yang terstang menurut
Peraturan Pen

8. Nota Pa;akada.ahdasarpamlmngun besamyapa;ak yang terhutang yang

harus dibayar olsh Waijib Pajak, berlungsi sebagai ketetapan pajek;

Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat

ketstapan pajak yang diterbitkan secara jabatar;

16. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan atau berupa denda administrast;

. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adafah surat yang digunakan oleh Wajb Pajak untuk melapor perhitungan
dan pembayaran pajak yang berutang menurut Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Daerah;

12. Surat Sstoran Pajek Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat
yang digunakan olah VWajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terilang ke Kas Dasral: alau ketempat iafn yang
ditetapkan oleh Bupali;

. Surat Ketetapan Pajak Dasrah yang selanjulnya disinghat SiPD adalah
surat Kupuuzsan yang menenlukan besarmya jumlah pajak yang terutang;
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. Surat Ketetapan Pajak Daemah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkal
SKPDKE adalah surat Keputusan yang menentukan besamya jumiah
pajak yang lerutang jumiah keedit pajak, jumiah kekurangan pembayarai
pokek pajak, besamya sanksi administrasi dan jumiah yang masih
harus dibayar,

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjuinya

disingkat SKPDICBT adalah surat Keputusanyang menentikan tambahan

stas jumiah paiak yang ditetapkan;

Sural Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjuinya disingkat

SKPDLE adalah surat Kepulusan yang meénentukan jumiah ketebihan

pembayaran pajak \karena jumiah kredit pajak yang tenitang atau tidak

sehanenya terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang salanjutnya disingkat SKPDN

adalah Surat Keputusan yang menentukan jumiah pajak yang tsrnstang

dan tidak ada kredit pajak;

Sural Tagihan Pajak Daersh, yang selanjuinya disingkat STPD adalah surat

uniuk malakukan tagian Pajak atau sankst administrasi benipa bungs

| dan atau denda.

s

BAB Il
NARA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

1) Dengan nama Pajak Pendafiaran Perusahaan dipungut pajak etas
penyclenggaraan perusahaan;

12) Objek Pajak adalah semua Perusahiaan yang didattarkan df Dacrah yang
. menimbulkan gangguan (HO} dan atau Perusahaan pengaciaan barang!
jasa pemborengan/konstruksl, instalator dan jasa konsultasi.
Pasal3

Euhjak Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
erusahaan;




BAB fll

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumiah psmbayaran aiau ssharsnys
dibayar unfuk pendaftaran Perusghasan;

{2) Dasar dan gum!uh pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada :
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a. JenisF

&

b

berikut :
Galongan 1

Gelongan i

Golangan Il

yang 1 gargguan di sebagal

: Perusahaan yang digerakkamoish kekuatan uep ai;

kekuatan gas etau elektro motor atau memper-
gunakar, uap air, yas atau uap tekanan tinggidengan
kekuatan tidak lebih dari 18 PK.

: Perusahaan yang digeraikan oleh kekuatan uap ai,

kekuatan gas alau elektro motor atau mem-
pergunakan uap aif, gas atau usp tekanan finggi
dengan kekuatan 19 PK sfd 50 PK.

n yang leh keku
kekuatan gas atau elekiro mator atau memperguna-
kan uap air, gas atau uap lekanan finggl dangan
kekuatan 51 PK keatas.

i sebagai berfkut :

Jenis

1) CGolongan Kecit tiga (K-3) : K3
2} Goiongan Kecil dua (K-2) : K2
3} Golongan Kecil satu (K11  : Ki
4) Golongan Menengah (M-2)

5} Golongan Menengah (M1}

6) Golongan Besar (8)

Jenis Perusahaan dtudang Jasa Pemnborongan/Kontruksi dikiasifkasi

sebagai berfml

heso




1) Golongan Keciltiga (K3} :© K3
2} Golongan Kecildua (K-2) : X2
3} Golongan Kecil satu (-1} : Ki

4) Golongan Menengsh (M-2) : M2
5) Golongan Menengah (M-1) - bl
6] Golongan Besar {B}

d. Jeris Perusahaan yang besgerak dibd nsialatur dan konsuftangi
dibagi daiam 6 {snam) klasifikasi sehagal berikut :
1) Golongan Kecil iga (K-3) : K8
2). Goiongan Kedll dua (K28 : Kz
3} Golongan Kecil satu (K-1)  : Ki
4} Golongan Menengah (M-2} : M2
&) Golongan Meneagah (M-1) @ Mi
6) Golongan Besar (B}
a. Jonis Usaha Dagang / Kecil diklaslfikastkan sebagal berikut :
1) Usaha Rumah Makan/Warung Kopi
2) Usaha Tukang Mas/ ogam Mulia
3) Usaha Perbengkelan
4} Usaha Kilang Padi
5} Koperast
8) Yayasan
7} Toko dan,
8) Usaha Dagang tainnya,
Pagal 5
{d) Busamya tari Pajak cliap jenis per dalah:
a. Unluk jenis perusahaan yang 1gangguan (HO} di

1) Golorgan | sebesar Rp. 150.000 Partahun
2) Golongan f sebesar Rp. 250.000 Pertahun
3) Golongan Il sebasar Ap. 750.000 Pertahun
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=

Untuk jenls perusahaan Jasa/pemberongan ditetapkan

1) Golongas Keit 8 (K-3) Rp. 50,000 {DH) Periatun

2} Golangan Kecil 2 (K-2) Rp. 76.000 (DH) Pertahun

3) Golongan Kecil 1 (K-1) Ro. 180.000 (DH) Perlahun

4) Giolongan Msnsngan 2 (1d-2) Rp. 250.000 (OH) Partahun
5) Galongan Menangah 1 {(M-1) Ap. 800.800 (BH] Periahun
8} Golongan Basar (B) Rp, 400,000 {GH} Pertahun

o

. Untuk janis perusahaan pemboronganfkonstiuksi ditetapkan

1} Golongan Kecil 3 (K-8} Rp. 50.000 (DH) Perlahun
. 21 Golongan Kedl 2 (K-2) Rp. 75.000 {DH} Partahun
i 8} Golongan Keci 1 {K-1) Rp. 160.000 (DH} Pasiahun
| 4} Golongan Menengah 2 (M-2) Rp. 250.000 (OH} Pertahun
! 5) Clolongan Manengah 1 {M-1) Rp. 300.000 (GH} Pertahen
6] Golangan Besar (B} Rp. 400.000 (DH) Partahun

a

Unluk jenis jang instaatur danjasa i ditatap)

1) Golangan Keeil 3 (K-8} Rp. 50.000 (DH) Pariahun

2) Golongan Keoil 2 (K-2) Rp. 75.000 {DH) Pertahun

) Golongan Kecil 1 (K-1) Rp. 150,000 (DH} Perahun

4} Golongan Manengah 2 (M-2) Ap. 250.000 (DH) Pertahun
5} Golongan Menengah 1 (M-1) Bp. 300.000'(DH} Pariahun
6) Golongan Basar (B) Rp. 400.000 (DH) Pertahun

&. Untuk jenis Usaha Dagang / Kecil dikdasifikasikan sebagai berkut :
1) Usaha Rumah MakanWarung Kopi sabesse Fp. 75.000,-Tahun

2) Usaha Tukang MasfLogam Mulia sabesar  Fp. 75.000,-Tahun
3} Usaha Perbengkelan sebapal berikut -

@) Besar sebesar Rp.100.060,-Tahun

b} Kecil sebesar Rp. 50.000,-Tahun
4) Usaha Kilang Padi sebesar Rp. 150,000, Tahun
5) Koperasi sebesar Rp. 75.000,-Tahun
€) Yayasan sebesar Ap. 50.000,-Tahkun
7) Toko, sebesar Ap. 50.000 -Tahun
H) Usaha Dagang lainnva scbesar Hp. 50.000,-Mahun
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‘{4] Jenls Usaha Dagang/Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3} hnd e
angka B akan ditetapkan dergan Keputusan Bupati.

Pasal &

(1) Apabila Perusahaan mempunyal lebih due Serifikasi maka pajak yang
dipungut adalah farll pajsk yang terbesar daii salah satu Sertifikat;

(2) Apabita Perusahaan betum ditentukan Beriifkasi atau Pervsshaan tersebut
ru didirikan meka dikenakan tarif pajek terendah daizm Qanun inl,

BABIV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 7

(1) Pajak yang terliutang dipungut diwilavah Daerah tempat penyetenggeiaan
Parusahaan;

(2} Besemya pajal tarhutang dihiting dengan cara larif pajak sebagaimana
dimaksud dalk gan dasarpen dimak
dalam Pasal 4.

BAB YV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8
Masa pajak adalah jangka waku tetentu yang izmanya 1 (satu tahun.
Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa pajak tetjadi pada saat penyelenggaraan
perusahaan,

Pasal 16

(1) Sstiap Wajib Pajék mengisi SPTPD;
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(2) SPTPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hars disi dengan fal
banar dan lengkap serta ditandatangani oieh Waijit Pajak atay kuesa,“,as .

(3) SPTPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan Hepada,
Bupati selambatlambatriys 15 (fma batas) hari setelah berakhimya masa
wajk;

{4) Bentuk, isi dan tata care pengisian SPTED ditelapkan oleh Bupat.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNG DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

() SPTPD imana dimaksud daiam pasal 10 ayat (1),
Bupati menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD;

{21 PApabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak stau kurang
dibayar selelah ipwat wak paling lama 20 {iga puluh) hart sefak SKPD
diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen} sabulan dan ditagih dengan manarbitkan STPD.

Pasal 12
{1) Wajib Pajak yang membayar sendini, SFTPD sebagaimana maksud

dalam pasal 18 ayet (1) digu untuk menghitung mamp
dan menetapkan pejak sendini yang terhistang;

(2) Dakarn jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terhilung pajak, Bupat dapat
menerbitian;
a. SKPDKB
b. SKPDKBT
©. SKPDM

{3} SKPDKE sebagaimans dimaksud pada ayat (2 hurul a diterbitkan :
a. Apabiia| hasit pemeri tau ain pajak yang
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temlsrg tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi adminisirasi berupa
ar 2% (dua persen} sebulan diflitung dari pajsk yang kurang
atau tedambai dibayar untuk jangka waktu paling lama-24 (dua puich
empat) tilan dihitung sejak saat tarnutangnya pajak;
Apabita SPTPD tidak disampaikan dalam jangka wakdy yang ditentukan
can telah ditegur sevara lerulis, dikenakan sanks! administrasi berupa
‘bunga schesar 2% {dua persen) sebuian dihitung dar pajak yang kurang
atay tertambat dibayar untuk jangka waki: yang paling lama 24 (dua
putih empat) len difltung sejak saat terhiutangnya pajak;
Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhitarg
diritung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa
kenalkan sebesar 256% (dua puluh ima persen) dari pokok pajak
ditarnbali sankst administras barupa bunga sehasar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dar pajek yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jengka wakiu paling lama 24 {dua puluh empat) bulan dilitung sejak
saat terhutangnya pajak.

e

=

{4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada syat (2) hurul b diterbitian apabiia
ditemukan data baru atau dala yang semula belum terungkap yang
babian p jumiah pajak
sanksl admumqras: berupa kenaikan sehaar 100% (semlus persen} dari
jumiah kekurangan pajak tersebut;

) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila
fumiah pajek yang terhuiang sama basarrya dengan jumitah kredit pajak
tidak terhutang dan idek ada kradit pajak;

| (6) Apabita kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDXE dan

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau
tideak sepenuhnya dibayar dalam waktu yang telah ditentukan, ditagih
dengan menerbitkan STPD ditsmbah dengan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% {dua persen) sebulan;

{7) Penambahan jumlah pajak yang tarhulang sebagaimana dimaksud pada

ayat {4} tidak dikenakan apabila Wajfb Pajak mefapoﬂrﬁn sendifi sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan.
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BAB VIi
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasai 13

{1) Psmbayaran pajak dilakukan diKas Daorah atau tempst lain yang ditunjuk
«aish Bupati 1 yang ditentuk SPTPD, SKPD, SKPDKB,

SKPDKET, dan STPD:;

(2} Apabitz pembayaran pajak dilakukan ditempat lain ¥ang ditunjuk, hasjj
penarimaan pajak harus disator ke Kas Daerah selambat-lambeatnys 1 x
24 jam efay dalam wakiu yang ditentukan olsh Bupati;

{3) P Pajak
dilakukan dengan menggunakan SSPD.

pada ayat (1) dan ayat (e}

Pasal 14
{1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau runag:

{2} Bupati dapat mamberikan persetujuan kepade Walib Pajak umuk
mengangsur pajak tenitang dalam kurun waktu tedenty, setelan memenishi
Ppersyaratan yang ditentular;

(3) Angsuren 1 pajak sehagaimana dimak pada ayal (2) harus

dilakukan secara teratur turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua

persen) sebulan dari jumiah pajak yang belum atay kurang dibayar;

{4} Bupati di K ijib Pajak untuk mentnda
pembayaran sampai batas wakty yang ditentukan selelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan binga sebosar 2% (dua,
persen) sehulan darl jumtah pajak yang belum atau kurang bayar;

(5) P 1 untuk dapat dan menunda pemb: serta
tata cara pambayaran angsuran dan Penundzan sebagalmana dimaksud
pada ayei (2} dan ayat {4) ditetapkan oleh Bupatl.
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Pasal 15

{4 diberik

{1}
landa bukh pembayaran dan dicatat da!am buku penerimasn;

(2} Bentuk, jenis isi, ukuran tanda bukli psmbayaran dan buku penerimaan
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Surat leguran atau surat peringatan alau surat lain yang sejents sebagai
7 {tujuh} hari sajak

saat jatuh tempo pembayaran;

{?) Dalam jangka waidu 7 (tujuh) heri setelah tanggal surat teguran atau
surat peringatan atau sural lain yang sefenis Wajib Pajak harus melunasi
pajak yang terutang;

| {3) Surat teguran atau sural peringatan atau surat lain yang sejenis
eebagaimana dimaksud pada ayat (1} dikeluarkan oleh Pajabat.

Pasal 17

(1) Apabila jumiah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam janghe wakiu
sebagaimana ditertukan dalam surat tequran atau surat peringaten atau
surat lain vang sejenis jumiah pajak yeng dibayar ditagih dengan surat
paksa;

2 i atau Pajabat paksa lewsit 21 (dua
puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran alau surat peringatan atau
surat lain yang sejenis.

Pasal 18
Apatila pajak yang harus dibayar harus dilunasi dalam jangka wakiu 2 x 24

jam setefah tanggal pemberitahuan sural paksa, Bupati alau Pejabat sagara
menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
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Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajilb Pajk belum juga melynasi rutang
pajzknye, sefelah lowat 10 (sspulubh) hari sejak langgal pelaksanaan surat
perintah melaksanakan panyitaan Bupali atau Pejabat mengajukan perminiaan
penetepan tanggal pelalangan kepada Kantor Lefang Mepars:

Pasal 20
Satslah Kaner Lelang Negara menetapkan hadi, tanggal, j dan tempat

I 1 lefang, jury sita i dengan segera seoara terlulis
kopada Waijib Pajak.

Fasal 21

Bentuk, jenls dan Isi formuiir yang digunakan untuk peleksanaen penagihan
pajak Dagrah ditetapkan oleh Bupati.

BAB Vil
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 22

{1} Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dzpat memberikan
kering da pajak;

(?) Tata cara pemberian pefgutangan, keringanan dan pembsbasan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, ditetapkan olsh Bupati.

BABIX

TATA CARA PEMBETULAN PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI

Pasal 23
{1) Bupati karena [abatan atau atas panmohonan Wajib Pajak dapat :

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB tau SKPDKET atau SPTPD yang
daiam penerbitannya tordapat kesalahan tulls, kesatahan hitung dan
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atau kekeliruan delam penerapan Peraturan Perundang-undangan
Pemajakan Daeran;

tembatalkan atau mangurangkan ketetapan pajak yang fidak benar,
! atau manghap! ks admini berupa bunga,
denda dan kanaikan pajak yang tentang dalam hal sanksi tersebul
Hiksnakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karenz kesalahar.

&

a

2} Perrnohonan pembetulan, pambatalan, pengarangan ketstapan dan
penghapusan slau pengurangan sarnksi inistrast aias SKPD, SKPDKE,
SKPOKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud peda ayat (1) harus
dizempaikan sacars terulis oleh Wajih Pajak kepada Bupati atav Pajabal
ssiambat-lambatnya 30 (ga puluiy) harl sejak tanggal diedma SKPD,
SKPDKE, SKPDKBT atay STPD dengan membarikan alasan yang J21as:

|(3) Bupati atau Pajaat lain pafinglame 3 (tiga) bulen sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) diterima sudah harug membarikan Keputusan;

4} Apaisia satelal lewat waki 3 (1ig2) bulan sebagaimans dimaksud peda
ayal {3) Bupati alau Pejabat tidak membsrikan Keptilusan parmchonan
pembetulan, f ketet:
adminisrasi diunggap dikabulkan.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatas hanya kepada Bupati atau
Pejabat aias suatu:

&, SKPD;

b. SKPDKS;

c. SKPDKBT;

d. SKPDLE;

e. SKPON.

(#) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud peda ayat {1} harus
disampalkan sacara tertulis dalam bahasa Indonesfa paling lama 3 (tiga)
buian sejak tanggat SKPD, SKPDKE, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPON
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rima oleh Wajib Pajak dapat menumjulkan bahwa jangia wakiu it idak
dapﬁt dipenuhi Karena keadaan diluar kakuasam

(3) Bupatl atau Pejabat lain dalam jangka waktu paing lara 12 ruua befas)
tanggal stret permohonar sud
pada ayat (2) diterima, sudah memberikan Keputusar;

(4) Apablia seteiah lewat wakiu 12 (dua belas) bulan sabagaimana dimaksud
pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak membarikan Keputusan,
parmohonan keberatan dianggap dilabulian;

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)tidak menunda
kewaliban membayar pajak.

Pasal 25
160} Wajlh Pajak dapal mengajukan banding kspada badan penyelesaian
songketa pajak dalam jangka wakiu 3 (#ga) bulan setelah diterimanya
Kepuiusan keberatan;

{2) Pengsj 2 ayal (1) lidak menunda
kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabiia Pengajuan keberalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atau
banding sabagaimana dimaksud pada pa,sal 24 dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, pajak likan dengan ditambah
imbalan bunga ssbesar 2% (:iua persen) sebulan unfuk paling lama 24 (duz
puluh empat) bulan.

BAB XI
.PENGEMEQLU\N KELEBIHAN PAJAK

Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat i .
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pembayaran pajak kepada Bupafi atau Pojabat secars tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya :

Nama dan atamat Wajio Pajak:

Masa pajak;

Besarnya kelebihan pembayaran pajak;

Alasan yang jelas;

SKPDN.

!“.0-.“9'9“

(2) Bupati atau Pejabat lain dalam jangka wakiu paling lama 12 {dua belas)
bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) diterima, sudah memberikan Keputusan;

(8) Apabila jangka waiiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampaui
Bupati atau Psjzbat Iain tidak i perrmohonan
kelsbihan pembayaran pajak dianggap d\ksbmkan dan SKPDLE hams
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 {(satu] bulan;

{4) Apsbila Wallh Falak mampunyai utang pajek lainnya, kelebinan
pada ayat (2) langsung
d’u:afhnungmr unlu‘i( melunasi terlebih dabuly utang pajak dimaksud;

{5) Pengembalian kelebinan pambayaran pajak dilakukan dalam wakiu pa-
| fing lama 2 (dua) bulan sejak ditarhitkannya SKPDLB dengan menerbitikan
Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak (SPMKP);

i) il F it dilekukan
waktu 2 {dus} bulan sojak diterbiikannya SKPDLB Bupati atau Pejabat
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebuian atas
keterlambatan pembayaran kelebiban pajak.

Pasal 28

| Apabiia. kelebihan psmbayaran pajak diperhltungkan dengan utang pajak

| 1ainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (4), pembayarannya
|dilakukan dengan cara pemmdahbukuan juga berlaku sebagai bukti
| Pembayaran.
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BAB Xt
KADALUARSA
Pasal 28
1) Hak uniuke malakukan penagivan pajak kadalusrsa seleiah metampay

Jangka wakt 5 {lima) tahun terhitung szjak saattorhutangnya pajak, kecyal
apabila Wait Pajak melakukan tindak pidana dididang perpajakan Daemh;

{?) Kadaluarsa penagihan pajak sabagaimana dimaksud pada ayat {1)
lertangguh apabile;
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
b. Ada pengakuan Utang Pajak dad Wajih Pajak baik langsung maupun
tidak langsiung.
BAB Xl
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

{1} WajibPajakk idak meny: PTPD. gk
dengan fidak benar atau lidak lengkap atau melampirkan kelerangan yang
tidak benar sehingga menigikan Ketangan Dasrah dapai dipidana dengan
pidana panjara pafing lama 1 (satu) tahun dan atay dends paiing banyak 2
{dua) kali jumilah pajak yang terutang;

(2) Wajib Pajak yang dengan sangaja tidek menyampaikan SPTPD atau
menglsi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampickan
kelterangan yang fidak benar atay tidak lengkap sohingge merugikan
keuangan Daerab dapat dipidana dengan pidana kurungan pafing fama 2
{due} tahum dan atau denda paling banyak 4 (empat} keli jumiah pajak
yang terutang. E

Pasal 31
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah
n i jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak seat pejakatay
berakhinya masa pajak. !
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BAB XiV
PENYIDIKAN
Pasal 32

Pejabat Pegawai Negsri Sipl tertentu difngkungan Pemerintah Daerah
dibad wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan *
tindak pidana dibidang pempajakan Dasrah;

Wewenang penyidik sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adajah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menaliti keterangan atau

faporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibldang Perpajakan Dagrah

agar keterangan atau faporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

Menelili, mencari dan mengumpullan ketarangan mengenai orang

pribadi stau badan lentang kebenaran parbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan Tindak Pldana Perpajakan Dasrah;

Meminta kelerangan dan bahan bukil dar orang pribadi atau badan
sehuhungan denigen Tindak F:dana dibidang Ps.rpa:akan Dﬂel‘dh

. busku-buku, catata tan dan d Tain
yang berkenaan dengan Tindak P’rdana bidang Perpajakan Daemh

Melakukan p untuk n bzhan bukti

pambulaan, pem:atalan dan dokumen-gokumnen ain, serta melakuken

penyitaan terhadap.bahan bukti tetsebut;

Meminta bantuan lenaga ahli dalam rangka pelaisanzan iugas

penyidikan findak pidana dibidang parpajakan Daerah dan retriousl;

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan alad

tempat pads saai pemeriksaan sedang berlangsuny dan memeitksa

identitas orang dan alau dekumean yang dibawa sebagaimana yang

dimaksud pada huruf e;

Memalret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan

Daerah dan retribusi;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

saksi;

b

o

a

=

}. Menghentikan penyidikan;
k. findakan tain y penyldikan tindak
hd i Jrit hukum yang
uapeldlper{anggungawabkan
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13} Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1} memberitahukan dinmula.
riya penyidikan dan meayampsikan hasit penyidikannya kepada Penuntys
Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur datam Undang-endang Nomgr
8 Tahun 1981 tenlang Hukurn Acara Pidana,

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Dengan berlakunya Qznun inl, maka segala ketentuan vang bertentangan
dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagl.

Pazal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur daiam Qanun ini sepanjang menganai
Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih fanjut dengan Keputusan Bupali,

Pasal 35
Qanun inl mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintankan

pengundangan Qanun ini dengan penempatannyz dalam Lembaran Daarah
Kabupaten Aceh Tamiang.

ik




Disahkandl @ Karang Baru
21 November 2003 M

Pada tanggal -

P, BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF

Diundangkan di Karang Bam
22 November 2003 M
Pada Tanggal —
27 Ramadhan 1424 H

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Drs, ISHAK DJUNED
Pambina Tk.1
Nip. 010 055 253

EMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2008 NOMOR 22
SERIB
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